BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ©0f TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun Anggaran 2024, terdapat kegiatan
mendesak yang belum cukup tersedia anggarannya
sehingga perlu melakukan penyesuaian melalui
pergeseran anggaran;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi
tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan
APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan
diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kolaka Nomor 59 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856};

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601} sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
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Menetapkan

10.

B

12.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun
2022 Nomor 1};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor
59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2022 Nomor 5/69/2023) diubah
sebagai berikut:

B

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar
Rp. 1.104.543.852.436,00 (Satu Trilyun Seratus
Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta
Delapan Ratus Lima puluh Dua Ribu Empat Ratus
Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri dari:

Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Hibah;

Belanja Bantuan Sosial.
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(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 545.391.153.594,00 (Lima Ratus Empat Puluh
Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta
Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan
Puluh Empat Rupiah},

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp. 484.516.904.342,00 (Empat Ratus Delapan
Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta
Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh
Dua Rupiah);

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ direncanakan  sebesar
Rp. 70.485.794.500,00 (Tujuh Puluh Milyar Empat
Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

(5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp. 4.150.000.000,00 (Empat Milyar Seratus Lima
Puluh Juta Rupiah),

Ketentuan Pasal 11 ayat (1} diubah dan ditambahkan
huruf f, ayat (3), ayat {4) dan ayat (5) diubah, serta
ditambahkan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar
Rp. 334.771.194.368,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh
Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta
Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus
Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan,;

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) BelanJa Modal Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 3.000.000.000,00 {Tiga Milyar Rupiahj;

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp. 52.294.105.941,00 (Lima Puluh Dua
Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta
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Seratus Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu
Rupiah);

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan
sebesar Rp. 106.532.837.862,00 (Seratus Enam
Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam
Puluh Dua Rupiahj;

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp. 167.892.835.565,00
{Seratus Enam Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus
Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh
Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah};

(6} Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. 4.251.750.000,00 (Empat Milyar Dua
Ratus Lima puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp. 799.665.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh
Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu

Rupiah).

3. Ketentuan Lampiran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran | Ringkasan Penjabaran APBD
Yang Dikiasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan Ringkasan Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il
Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Ringkasan
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Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka :
No| _ PARAF KOORDINASI PARAF pada tanggal 1o Febryar: 2024
B I
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